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PUSAT	PEMANTAUAN	PELAKSANAAN	UNDANG-UNDANG	
	

INFO	JUDICIAL	REVIEW	
Resume	Putusan	Perkara	Pengujian	Undang-Undang	Yang	Tidak	

Dapat	Diterima	dan	Ditolak	Oleh		
Mahkamah	Konstitusi	

	
PUTUSAN	MAHKAMAH	KONSTITUSI	NOMOR	59/PUU-XVII/2019	PERIHAL	
PENGUJIAN	FORMIL	DAN	MATERIIL	UNDANG-UNDANG	NOMOR	19	TAHUN	
2019	TENTANG	PERUBAHAN	KEDUA	ATAS	UNDANG-UNDANG	NOMOR	30	
TAHUN	2002	TENTANG	KOMISI	PEMBERANTASAN	TINDAK	PIDANA	
KORUPSI	TERHADAP	UNDANG-UNDANG	DASAR	NEGARA	REPUBLIK	

INDONESIA	TAHUN	1945	
	

4	MEI	2021	
	

A. PENDAHULUAN	
Bahwa	 pada	 hari	 Selasa	 tanggal	 4	 Mei	 2021,	 pukul	 17.45	 WIB,	 Mahkamah	
Konstitusi	 telah	 memutus	 dalam	 Sidang	 Pengucapan	 Putusan	 yaitu	 pengujian	
formil	 atas	 Undang-Undang	 Nomor	 19	 Tahun	 2019	 tentang	 Perubahan	 Kedua	
Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 30	 Tahun	 2002	 tentang	 Komisi	 Pemberantasan	
Tindak	Pidana	Korupsi	 (selanjutnya	disebut	UU	KPK)	 terhadap	Undang-Undang	
Dasar	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 1945	 (selanjutnya	 disebut	 UUD	 NRI	
Tahun	 1945)	 dalam	 Perkara	 Nomor	 59/PUU-XVII/2019.	 Dalam	 Sidang	
Pengucapan	 Putusan	 Perkara	 Nomor	 59/PUU-XVII/2019,	 perwakilan	 DPR	 RI	
dihadiri	 secara	 virtual	 oleh	Anggota	DPR	RI	Taufik	Basari,	 SH.	M.Hum.	LL.M	 (A-
359)	 dan	 didampingi	 secara	 virtual	 oleh	 Pejabat	 dan	 Pegawai	 di	 Pusat	
Pemantauan	Pelaksanaan	Undang-Undang	Sekretariat	Jenderal	&	Badan	Keahlian	
DPR	RI.	
	

B. PEMOHON	
Bahwa	permohonan	pengujian	UU	KPK	dalam	Perkara	Nomor	59/PUU-XVII/2019,	
diajukan	oleh	Sholikhah,	dkk.	(selanjutnya	disebut	para	Pemohon).		
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C. PASAL/AYAT	UU	KPK	YANG	DIMOHONKAN	PENGUJIAN	
Bahwa	 para	 Pemohon	 dalam	 permohonannya	 mengajukan	 permohonan	
pengujian	formil	UU	19/2019	dan	pengujian	materiil	Pasal	21	ayat	(1)	huruf	a	UU	
KPK	yang	berketentuan	sebagai	berikut:	
	
Pasal	21	ayat	(1)	huruf	a	
“Komisi	Pemberantasan	Korupsi	terdiri	atas:	
a. Dewan	Pengawas	yang	berjumlah	5	(lima)	orang.”	
	

D. BATU	UJI	
Bahwa	pasal-pasal	a	quo	 dianggap	para	Pemohon	bertentangan	dengan	Pasal	 1	
ayat	(3),	Pasal	4	ayat	(1),	Pasal	20	ayat	(1),	Pasal	20	ayat	(2),	Pasal	20	ayat	(3)	dan	
Pasal	 20	 ayat	 (4)	 UUD	 NRI	 Tahun	 1945	 karena	 dinilai	 telah	 merugikan	 dan	
melanggar	hak	dan/atau	kewenangan	konstitusional	para	Pemohon.		
	

E. PERTIMBANGAN	HUKUM	
Bahwa	 terhadap	 pengujian	 UU	 19/2019	 dalam	 permohonan	 a	 quo,	 Mahkamah	
Konstitusi	memberikan	pertimbangan	hukum	sebagai	berikut:	

Pengujian	Formil	
[3.13]	 Menimbang	 bahwa	 terhadap	 permohonan	 para	 Pemohon	 mengenai	

pengujian	formil	konstitusionalitas	pembentukan	UU	19/2019,	pada	saat	
yang	 bersamaan	 dengan	 pemeriksaan	 perkara	 a	 quo	 telah	 diperiksa	
pula	 beberapa	perkara	 lain	 yang	 mempermasalahkan	 hal	 yang	 sama,	
yakni	 mengenai	 pengujian	 formil	 konstitusionalitas	 pembentukan	 UU	
19/2019,	 yang	 diajukan	 oleh	 pemohon	 berbeda,	 di	 mana	 putusan	 atas	
perkara-perkara	tersebut	telah	diucapkan	sebelumnya.	Dengan	demikian,	
karena	 substansi	 permohonan	 pengujian	 formil	 yang	 diajukan	 para	
Pemohon	 pada	 pokoknya	 berkaitan	 dengan	 konstitusionalitas	
pembentukan	 UU	 19/2019,	 maka	 pertimbangan	 hukum	 Putusan	
Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 79/PUU-XVII/2019	 yang	 diucapkan	 pada	
tanggal	 4	 Mei	 2021,	 selesai	 diucapkan	 pukul	 15.13	 WIB,	 dan	 telah	
dinyatakan	 tidak	 beralasan	 menurut	 hukum,	 sehingga	 pertimbangan	
hukum	 tersebut	 berlaku	 secara	mutatis	mutandis	 sebagai	 pertimbangan	
hukum	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	59/PUU-	XVII/2019	a	quo.	
Dalam	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	79/PUU-XVII/2019	tersebut	
Hakim	 Konstitusi	 Wahiduddin	 Adams	 mengajukan	 pendapat	 berbeda	
(dissenting	opinion),	yang	pendapat	berbeda	tersebut	berlaku	juga	untuk	
Putusan	Mahkamah	Konstitusi	Nomor	59/PUU-XVII/2019;	

		 	 Berdasarkan	 pertimbangan	 hukum	 demikian,	 yang	 pada	 pokoknya	
menurut	 Mahkamah	 prosedur	 pembentukan	 UU	 19/2019	 telah	
bersesuaian	dengan	UUD	1945,	maka	 permohonan	para	 Pemohon	dalam	
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perkara	a	quo	mengenai	pengujian	formil	konstitusionalitas	UU	19/2019	
harus	dinyatakan	tidak	beralasan	menurut	hukum;	

Pengujian	Materiil	
[3.14]			Menimbang	 bahwa	 para	 Pemohon	 mendalilkan	 keberadaan	 Dewan	

Pengawas	 berpotensi	 mengurangi	 independensi	 dan	 melemahkan	
KPK,	 sehingga	Pasal	21	ayat	(1)	huruf	a	UU	19/2019	yang	mengatur	
keberadaan	Dewan	Pengawas	harus	dinyatakan	bertentangan	dengan	
UUD	 1945.	 Berkenaan	 dengan	 pengujian	 konstitusionalitas	
ketentuan	 tersebut,	 melalui	 Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	
71/PUU-XVII/2019,	bertanggal	4	Mei	2021,	 selesai	diucapkan	pukul	
16.47	 WIB	 Mahkamah	 menyatakan	 bahwa	 permohonan	 para	
Pemohon	 berkaitan	 dengan	 inkonstitusionalitas	 Pasal	 21	 ayat	 (1)	
huruf	 a	 UU	 19/2019	 adalah	 tidak	 beralasan	 menurut	 hukum.	
Pertimbangan	 hukum	 dalam	 Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	
71/PUU-XVII/2019	tersebut	secara	mutatis	mutandis	berlaku	sebagai	
pertimbangan	hukum	 dalam	 Putusan	 Nomor	 59/PUU-XVII/2019	 a	
quo;	

		 	 Dengan	 demikian,	 berdasarkan	 pertimbangan	 hukum	 di	 atas	
Mahkamah	menilai	permohonan	para	Pemohon	dalam	perkara	a	quo	
mengenai	inkonstitusionalitas	Pasal	21	ayat	(1)	huruf	a	UU	19/2019	
harus	dinyatakan	tidak	beralasan	menurut	hukum;	

	
[3.15]				Menimbang	 bahwa	 berdasarkan	 seluruh	 pertimbangan	 hukum	 di	

atas,	 dalil	 para	 Pemohon	 perihal	 inkonstitusionalitas	 prosedur	
pembentukan	 UU	 19/2019	 dalam	 pengujian	 formil	 dan	
inkonstitusionalitas	 Pasal	 21	 ayat	 (1)	 huruf	 a	 UU	 19/2019	dalam	
pengujian	 materiil	 adalah	 tidak	 beralasan	 menurut	 hukum	 untuk	
seluruhnya.	

	
F. AMAR	PUTUSAN	

1. Menyatakan	permohonan	Pemohon	I,	Pemohon	II,	Pemohon	III,	Pemohon	
V,	 Pemohon	 VI,	 Pemohon	 VIII,	 Pemohon	 IX,	 Pemohon	 X,	 Pemohon	 XI,	
Pemohon	XII,	 Pemohon	 XIII,	 Pemohon	 XIV,	 Pemohon	 XV,	 Pemohon	 XVI,	
Pemohon	XVII,	Pemohon	XVIII,	Pemohon	XIX,	Pemohon	XX,	Pemohon	XXI,	
dan	Pemohon	XXII	tidak	dapat	diterima;	

2. Menolak	permohonan	Pemohon	IV	dan	Pemohon	VII	untuk	seluruhnya.	
	

G. PENUTUP	
Bahwa	Putusan	Mahkamah	Konstitusi	merupakan	putusan	yang	bersifat	final	dan	
mengikat	 (tidak	 ada	 upaya	 hukum	 lain	 yang	 dapat	 ditempuh)	 serta	 langsung	
memperoleh	kekuatan	hukum	tetap	sejak	selesai	diucapkan	dalam	sidang	pleno	
terbuka	untuk	umum	dan	bersifat	erga	 omnes	 (berlaku	bagi	 setiap	 orang)	 yang	
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wajib	 dipatuhi	 dan	 langsung	 dilaksanakan	 (self	 executing)	 oleh	 seluruh	 organ	
penyelenggara	negara,	organ	penegak	hukum,	dan	warga	Negara.	Oleh	karena	itu,	
Putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	 dalam	 Perkara	 Nomor	 59/PUU-XVII/2019	 yang	
menyatakan	 permohonan	 para	 Pemohon	 tidak	 dapat	 diterima	 dan	 ditolak	
seluruhnya	terhadap	pengujian	formil	dan	materiil	UU	19/2019	mengandung	arti	
bahwa	 ketentuan	 a	 quo	 tidak	 bertentangan	 dengan	 UUD	 NRI	 Tahun	 1945	 dan	
tetap	mempunyai	kekuatan	hukum	mengikat.	
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